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BAB |
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Hakikat dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara etimologis pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara kata per
kata adalah dibentuk oleh dua kata, ialah kata “pendidikan” dan kata
“kewarganegaraan”. Mari kita perhatikan definisi pendidikan berikut ini.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
Nasional Pasal 1).

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan
istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan
kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah
citizen, citizenship dan citizenship education. Selanjutnya secara yuridis, istilah
kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri
dalam peraturan perundangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal
yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang Rl No.12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Rl Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan
Pasal 37).

Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme). Nasionalisme menjadi hal penting
karena nasionalisme merupakan penyangga bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Indonesia juga yakin bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini sebagai
matakuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan pada setiap fakultas,
jurusan ataupun program studi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Sebagaimana setiap negara-negara di dunia menempatkan pendidikan
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kewarganegaraan pada filsafat bangsanya masing-masing. Begitupun Indonesia
yang telah merumuskan pendidikan kewarganegaraannya yang berbasis pada
filsafat bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Landasan Filosafis.

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis
bangsa Indonesian. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk
secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan
bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila
yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan
negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah
sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan
kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Atas
dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila
merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek
penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk
system peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara,
maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara
negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

2. Landasan Sosiologis.

Sebagai landasan sosiologis diperlukannya Pendidikan Kewarganegaraan
dilatarbelakangi oleh karena memperhatikan cara hidup sehari-hari orang Indonesia
saat ini yang sudah mulai pudar identitas aslinya. Bangsa Indoensia dulu dikenal
sebagai bangsa yang religious, toleransi, ramah, gotong royong, nasionalisme dan
memiliki solideritas social, saat ini lebih dekat kepada bentuk-bentuk kekerasan dan
individualistik. Di kalangan anak muda sekarang sudah jauh dari sikap religious,
toleransi, ramah, gotong royong dan nasionalisme, mereka ada kecendrungan lebih
dekat dengan pergaulan bebas, hura-hura, kekerasaan atau penggunaan narkoba.
Kebebasan dan keterbukaan yang ada sekarang membuat mereka lupa akan

tanggung jawab mereka sebagai anak bangsa.



3. Landasan Yuridis.

yakni:

Berikut merupakan landasan yuridis dari pendidikan kewarganegaraan,

a) UU RI No 20 th 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b) SK Dirjen Dikti Depdiknas No 43/DIKTI/Kep/ 2006, tentang Rambu-rambu
Pelaksanaan Kelompok Mk Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan

Tinggi.
¢) UU RI th 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 3 Kurikulum
Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah : Agama, Pancasila,

Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia

C. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nesional

menjelaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk

membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan

denga hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahulauan

bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan

negara kesatuan Republik Indonesia."

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental

yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan

perilaku yang :

o

©)

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk

kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan tentu memiliki fungsi, peranan dan tujuan

yang dihasilkan. Terdapat tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu

fungsi dan tujuan dengan hasil dan output yang umum dirasakan. Selain itu juga
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ada tujuan pendidikan kewarganegaraan secara khusus dengan mengkhususkan
tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik
para generasi muda dan mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang
demokratis dan partisipatif dalam pembelaan negara. Dalam hal ini pendidikan
kewarganegaraan merupakan suatu alat pasif untuk membangun dan memajukan
sistem demokrasi suatu bangsa.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Berikut merupakan tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa
menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Landasan
pendidikan kewarganegaraan ini diambil dari Keputusan Dirjen Dikti No.
267/Dikti/2000 yang mencakup tiga poin tujuan utama sebagai berikut, yaitu :

e Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban
secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagawai WNI terdidik
dan bertanggung jawab.

e Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat
mengatasinya dengan pemikiran Kkritis dan bertanggung jawab yang
berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

e Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Karakter Kebangsaan

Pengertian Pendidikan Berkarakter Pembentukan karakter merupakan salah
satu tujuan dari Pendidikan Nasional. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahu 2003
menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi
peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Tujuan
Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga
berkepribadian atau lebih berkarakter, sehingga nantinya akan melahirkan generasi-
generasi bangsa yang unggul dan tumbuh berkembang dengan karakter yang
bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Ada berapa pengertian karakter
menurut para ahli, yaitu;

a) T.Ramli (2003) mengatakan, Bahwa Pendidikan karakter memiliki esensi

dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak.



Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia

yang baik, warga masyarakat dan warga Negara yang baik.

b) Suyanto (2009) mengemukakan pendidikan karakter sebagai cara berpikir
dan berprilku yang menjadi khas tiap individu untuk hidup dan bekerja
sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat,bangsa, maupun Negara.
Berdasarkan pengertian dari para alhi tersebut di atas tentang pendidikan

berkarakter dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkarakter adalah usaha sadar
yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik agar berprilaku baik,
memiliki moral yang tinggi, berbudi pekerti luhur, dengan menjiwai nilai-nilai
luhur yang terdapat dalam pancasila, sehingga membentuk kepribadian yang baik
sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Hakikat dari pendidkkan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia
adalah pendidikan nilai- nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia
sendiri, dalam rangka membina keperibadian generasi muda, yang berdasarkan
pada nilai-nilai luhur pancasila.

18 Karakter Kebangsaan yang Perlu ditamamkan Kepada Mahasiswa dalam
Pengajaran Materi Kewarganegaraan. Ada 18 bentuk karakter yang perlu
ditanamkan kepada mahasiswa dalam pengajaran PendidikanKewarganegaraan,
yaitu;

1) Religius adalah sikap dan prilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan
selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2) Jujur adalah prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagaiorang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan
perbuatan.

3) Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan
agama,suku, etnis,pendapat,sikap dan tidakan orang lain yang berbeda dari
dirinya.

4) Disiplin yaitu tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh terhadap
peraturan dan norma yang berlaku.

5) Kerja Keras yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh
tanpa mengenal Lelah

6) Kreatif yaitu selalu mencari alternative penyelesaian suatu permasalahan

dari berbagai sudut pandang.
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7) Mandiri yaitu sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang
lain dalam menyelesaikantugas-tugas tanpa mengandalkan orang lain untuk
menyelesaikan tugasnya.

8) Demokratis yaitu cara berpikir,bersikap,dan bertindak yang menilai sama
hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9) Rasa Ingin Tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajarinya,
dilihat, dan didengar.

10) Semangat Kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompok.

11) Cinta Tanah Air yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompok.

12) Menghargai Prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui
serta menghormati keberhasilan orang lain,yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta
menghormati keberhasilan orang lain.

13) Bersahabat atau Komunikatif yaitu sikap dan tindakan yangmendorong
dirinya menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui
serta menghormati keberhasilan orang lain.

14) Cinta Damai yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan suatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan
menghormati keberhasilan orang lain.

15) Gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16) Peduli Lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-
upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17) Peduli Sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan
pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.



18) Tanggung Jawab yaitu sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri,

masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan yang Maha Esa.
Pendidikan berkarakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergontong royong, berjiwa patriotic,
berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh

iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

BAB II
IDENTITAS DAN INTEGRITAS NASIONAL

A. Bangsa dan Identitas

Pengertian Bangsa

Pengertian bangsa secara umum adalah sekelompok orang yang memiliki
kesamaan ciri, fisik, ideologi, sosiologi, budaya dan keturunan yang hidup dalam
wilayah dan mengakui jika dirinya merupakan kelompok tersebut.

Pengertian bangsa secara istilah adalah sebuah kelompok manusia yang
memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi,
budaya dan sebuah sejarah. jadi sebuah bangsa haruslah memiliki keturunan yang

sama untuk mencapai tujuan.

Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli

1. Ernest Renan
Pengertian bangsa menurut Ernet Renan adalah sebuah kelompok yang berada
dalam satu wilayah dan satu ikatan batin yang bisa dipersatukan karena memiliki
sebuah persamaan sejarah dan cita-cita yang sama.

2. Ir. Soekarno
Pengertian bangsa menurut Ir. Soekarno adalah segerombolan manusia yang

membentuk menjadi sebuah kelompok yang besar dan mempunyai persamaan



watak atau karakter. Sehingga menciptakan sebuah keinginan untuk bersatu dan

hidup di atas dalam wilayah.

B. Konsep Cultural Unity & Political Unity
Konsep bangsa (nation) memiliki dua (2) pengertian yaitu bangsa dalam arti
sosiologis antropologis dan bangsa dalam arti politis (Badri Yatim, 1999, 34-54),
Dalam istilah lain cultural unity dan political unity (AT Soegito, 2004, 23-44).
Cultural Unity
Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (cultural unity) adalah
persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota
persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat
istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras,
budaya, keyakinan, bahasa , keturunan dan sebagainya. Contoh dari persatuan
bangsa tersebut : bangsa Kasmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, bangsa Jawa,
bangsa Batak.
Political Unity
Bangsa dalam pengertian politik (political unity) adalah suatu masyarakat dalam
suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai
suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah
bangsa yang sudah bernegara. Contoh dari bangsa-bangsa politik ialah : bangsa
Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman.

C. ldentitas cultural & ldentitas Nasional
Identitas budaya ( cultural identity )
Identitas adalah jati diri yang dimiliki seseorang yang ia peroleh sejak lahir hingga
melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap hari dalam kehidupannya dan
kemudian membentuk suatu pola khusus yang mendefinisikan tentang orang
tersebut. Sedangkan Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh
seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Sehingga Identitas Budaya memiliki pengertian suatu karakter khusus yang melekat
dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan
kebudayaan yang lain. Dalam Lintas Budaya, setiap orang seharusnya memahami
masing-masing budaya yang ada di sekitarnya sehingga dapat beradaptasi ketika

berada di kebudayaan yang berbeda.



Pengertian Identitas budaya dapat di artikan secara berbeda oleh beberapa
para Ahli, antara lain :
1. (Liliweri, 2002:72)

Liliweri mengatakan bahwa Identitas Budaya (cultural identity) dapat di
artikan secara sederhana, yang dimaksud dengan identitas cultural adalah rincian
karakteristik atau cirri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok
orang yang Kkita ketahui batas-batasnya tatkala dibandingkan dengan
karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain.

2. (Ting- Toomey 1999:30)

Menurut Ting-Toomey identitas budaya (cultur identity) merupakan
perasaan (emotional significance) dari seseorang untuk ikut memiliki (sense of
belonging) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Masyarakat yang terbagi ke
dalam kelompok- kelompok itu kemudian melakukan identifikasi cultural yaitu
masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari

sebuah budaya particular.

3. (Larry A. Samovar, Richard E. Porter dan Edwin R. McDaniel)

Secara bersamaan mereka berpendapat bahwa identitas budaya merupakan
adalah karakter khusus dari sistem komunikasi kelompok yang muncul dalam
situasi tertentu.

Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan manfestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan
berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas bangsa tersebut sehingga dapat
menjadi pembeda dengan bangsa lain.

Istilah ’identitas’ secara harfiah bisa kita pahami sebagai ciri, tanda atau jati diri. Kata

’nasional’ mengandung arti bangsa (nation), yang dalam konteks modern bisa diartikan sebagai negara.
Jadi lingkup identitas nasional adalah negara dalam konteks modern.Dalam studi sosiologi dan
antropologi, pengertian identitas bisa mengacu pada deskripsi tentang sifat khas yang
menerangkan sesuai dengan kesadaran diri dan kelompok. Identitas tidak hanya miliki
individu namun juga kelompok.

D. Proses Pembentukan Bangsa dan Negara
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Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu
model ortodoks dan model mutakhir (Ramlan Surbakti, 1999). Pertama, model
ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu
membentuk satu negara tersendiri. Contoh, bangsa Yahudi berupaya mendirikan
negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Setelah bangsa-negara ini terbentuk maka
rezim politik (penguasa) dirumuskan berdasar konstitusi Negara yang selanjutnya
dikembangkan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa-negara yang
bersangkutan. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih
dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara
merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contoh adalah kemunculan negara
Amerika Serikat pada tahun 1776.

Kedua model ini berbeda dalam empat hal. Pertama, ada tidaknya perubahan
unsur dalam masyarakat. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses
pembentukan bangsa-negara. Ketiga, kesadaran politik masyarakat pada model
ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa-negara, sedangkan dalam model
mutakhir kesadaran politik warga muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal

terbentuknya bangsa-negara. Keempat, derajat partisipasi politik dan rezim politik.

E. ldentitas Nasional Indonesia
Faktor Pembentuk Indentitas
Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa
meliputi: primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan
ekonomi, dan kelembagaan (Ramlan Surbakti, 1999)
1) Primordial
Faktor-faktor primordial ini meliputi: ikatan kekerabatan (darah dan
keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal (homeland), bahasa, dan adat
istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang menyatukan
masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa-negara.
2) Sakral
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3)

4)

5)

6)

Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat
atau ideologi  doktriner yang diakui oleh masyarakat yang
bersangkutan.Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat
membentuk bangsa-negara.

Tokoh

Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh
masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa-negara.
Sejarah

Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka
dapat menyatukan diri kedalam satu bangsa.

Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi
pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat.
Kelembagaan

Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah
lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan

bersenjata, pengadilan, dan partai politik.

. ldentitas Nasional Indonesia

1. Pengertian Identitas Nasional

Suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga

berlaku untuk suatu kelompok/organisasi/negara. Kata identitas berasal dari “Identity”
yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu
kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang
lainnya. Sedangkan kata “nasional” merupakan gambaran akan identitas yang melekat
pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar
berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, Bahasa, sejarah, cita-cita, sertatujuan.

2. Fungsi lIdentitas Nasional

1) Sebagai alat pemersatu bangsa

Tujuan utama adanya identitas nasional adalah sebagai alat untuk
mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki
berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional
digunakan sebagai merek untuk mempersatuka keberagaman Indonesia

tersebut.

2) Sebagai pembeda dengan bangsa lainnya
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3)

4)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional
merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu Negara
tersebut. Hal inilah yang akan membuat Negara tersebut berbeda dengan
Negara lainnya.

Merupakan landasan negara

Identitas Nasional merupakan suatu landasan negara. Artinya,
identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan
pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara tersebut. Selain
itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan
kemampuan yang dimiliki oleh Negara tersebut. Sebab setiap Negara
berbeda satu sama lainnya.

Identitas Negara tersebut

Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau
jati diri suatu negara. Dimana dengan adanya identitas nasional bisa
membuat suatu Negara lebih menonjol dibandingkan dengan Negara
lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah

Negara dengan adanya identitas nasional tersebut.

3. Unsur-unsur pembentukan Identitas Nasional

a)

b)

c)

Agama

Dasar Negara Indonesia, Pancasila sila pertama menyebutkan
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia
merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai Keagamaan dan
Ketuhanan.

Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis, artinya setiap-
setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan
hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri
adalah Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.

Suku Bangsa

Suku bangsa juga dikenal sebagai unsure pembentukan akan
identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah satu golongan sosial yang
bersikap askriptif, yakni dibawa sejak lahir.Dimana suku bangsa sama
dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa
atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing.

Kebudayaan
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Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial
yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang
digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata
lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana
manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar gunabertahan hidup.

d) Bahasa

Unsur pembentuk Identitas Nasional yang berikutnya adalah bahasa.
Bahasa merupakan symbol atau lambing secara arbitrer atau verbal.
Pembentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan
manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia
satudengan lainnya.

4. Karakteristik Identitas Nasional
Identitas nasional adalah suatu konsep sosial yang mendasar sebagai ciri khas
sebuah negara yang membedakan satu negara dengan negara yang lain. ldentitas secara
harfiah memiliki arti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat. Sedangkan kata nasional
mengacu kepada konsep kebangsaan sebuah negara. Sehingga, identitas nasional dapat
dikatakan sebagai jati diri yang melekat pada suatu bangsa.
Karakteristik identitas nasional menurut Anthony Smith, yaitu:
e Sejarah wilayah dan tanah air atau leluhur.
¢ Ingatan sejarah dan mitos yang sama.
e Sebuah kebersamaan atau common.
e Adanya hak-hak dan kewajiban yang sama bagi semua anggota.
e Ekonomi bersama dengan mobilitas teritorial bagi semua anggota.
Dari karakterisasi di atas, identitas sebuah bangsa secara alami akan
berakulturasi dan membentuk ciri khas. Ciri khas ini, yang kemudian disebut jati diri

bangsa, berlaku dalam norma kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karakteristik identitas nasional yang dimiliki, seperti berikut ini :
a) Kesatuan Indonesia
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terluas di dunia. Oleh
karena itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan

kebudayaan yang berbeda-beda. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Kesatuan
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Indonesia ini merupakan karakteristik Identitas Nasional Indonesia yang sangat
berharga dan unik. Bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia.
b) Persamaan Nasib
Hal ini dibuktikan dengan sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia
dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut
dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Hal ini tercermin
dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945.
c) Keinginan Untuk Merdeka
Semua penduduk Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama
terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental.
Bahkan hal ini sudah tercantum di UUD 1945 yang berbunyi “segala bentuk
penjajahan di muka bumiharus dihapuskan”
G. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu sebagai kepribadian
bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya
tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan

bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada.

Integrasi Nasional
A. Pengertian Integrasi

Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari
berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain etnis,
sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (nation) terutama
karena pengalaman sejarah dan politik yang relative sama. Dalam menjalani proses
pembentukan sebagai satu bangsa, beragam suku bangsa ini mencita-citakan suatu
masyarakat baru yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan (imagined political
community). Masyarakat politik yang dibayangkan adalah yang akan memiliki rasa
persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah
kebangsaan yang jelas serta memiliki kekuasaan kebangsaan.

Integrasi Nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah
tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat
dari berbagai aspek yaitu: Aspek politik (integrasipolitik) Aspekekonomi (integrasi

ekonomi yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara
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sinergis) Aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan

dan antar golongan)

Definisi Integrasi Menurut Para Ahli

1. J Soedjati Djiwandono, Pengertian integrasi nasional adalah cara dan upaya
bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan
dengan hak menentukan nasib sendiri.

2. Dr. NazaruddinSjamsuddin. Arti integrasi nasional yaitu proses penyatuan
suatu bangsa yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu aspek politik,
sosial, budaya, dan ekonomi.

3. Howard Wriggins. Pengertian integrasi bangsa yaitu proses atau upaya
penyatuan bagian yang berbeda-beda dari masyarakat menjadi satu kesatuan
yang utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya
banyak menjadi sebuah bangsa.

4. Myron Weiner. Definisi integrasi bangsa adalah suatu proses penyatuan dari
berbagai macam kelompok sosial dan budaya kedalam satu kesatuan

teritorial/wilayah, untuk membentuk suatu identitas nasional

Jenis Integrasi

1.

2.

Asimilasi

Asimilasi merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih
menjadi satu kebudayaan yang baru yang sifatnya melebur, sehingga kebudayaan
yang baru terbentukti tidak meliki ciri-ciri kedua atau lebih kebudayaan
pembentuknya.

Dalam hal ini, negara berusaha meleburkan beberapa kebudayaan agar
dijadikan satu kebudayaan yang sifatnya lebih mudah diterima oleh semua
masyarakat. Pastinya hal itu bertujuan untuk mewujudkan integrasi nasional di
tengah keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Cara ini cukup efektif untuk
mencegah adanya saling klaim ataupun sifat etnosentrisme yang berlebihan.
Akulturasi

Akulturasi adalah percampuran dua macam atau lebih kebudayaan menjadi
satu kebudayaan baru denga tidak menghilangkan sifat atau ciri-ciri budaya yang
asli pembentuknya. Hal ini bisa diterapkan dalam suatu negara untuk menciptakan
integrasi nasional di tengah keragaman budaya masyarakat.

Pemerintah atau negara bisa menjadikan cara ini sebagai suatu hal yang

cukup inovatif dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakatnya.
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Meskipun demikian juga tetap menghargai dan memelihara nilai-nilai budaya
tertentu dengan baik sebagai bentuk identitas budaya maupun sosial.
Pluralis

Pluralis merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam
masyarakat ataupun negara. Paham ini berusaha mewujudkan integrasi nasional
dengan cara member kesempatan bagi semua unsur perbedaan yang ada di
masyarakat untuk lebih maju dan berkembang.

Bisa dikatakan paham ini sangat demokratis dan sangat tepat
untukditerapkan di Indonesia. Usaha pemberian kesempatan untuk setiap unsur
keragaman yang ada tersebut didasarkan pada hak masing-masing komponen,
sehingga semua bebas melakukannya dengan baik dan tidak melanggar norma dan
nilai persatuan dan kesatuan.

Normatif

Integrasi normatif ini terwujud karena adanya norma-norma tertentu yang
telah disepakati oleh masyarakat. Dengan berlakunya norma tersebut artinya
masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaatinya. Jadi,
adanya norma tertentu bisa mempersatukan masyarakat yang beragam di suatu
negara.

Instrumental

Integrasi nasional dalam bentuk instrumental ini terlihat sangat nyata karena
memang dari fisik orang atau masyarakat. Hal itu bisa terbentuk karena adanya
kesamaan atau keseragaman antar individu atau kelompokdalam lingkungan hidup.
Fungsional

Integrasi fungsional terbentuk karena adanya kesamaan fungsi tertentu
dalam suatu masyarakat. Mereka yang merasa mempunyai kesamaan fungsi atau
peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Pengembangan Integrasi di Indonesia
Integrasi di Indonesia

Untuk mencapai Integrasi Nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar

kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan

hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Lalu bagaimanakah

proses integrasi tersebut?
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Modal awal Integrasi Nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia
dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat
kedaerahan, akan tetapi, rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang
dan pandahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan,
yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia.

Memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan
terlihat, dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu
titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya
Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam.
Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya mencitrakan bahwa adanya Integrasi Sosial
dan Kultural.

Pada dekade 1920an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia
dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka.
Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan
segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. d. Pasca proklamasi
kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan
berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami,
ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangung keutuhan bangsa
harus bisa dihadapi.

C. Ancaman terhadap Integrasi Nasional di Indonesia

Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis Khatulistiwa, diapit
oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada diantara dua samudera yaitu
Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia
berada pada posisi silang sangat sangat strategis.

Perlu kalian ketahui, bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi
aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-apek kehidupan sosial, antara lain:

a. Penduduk Indonesia berada diantara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah
berpenduduk jarang di selatan.

b. lIdeologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan.

c. Demokrasi Pancasila berada diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan
bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan.

d. Ekonomi Indonesia berada diantara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem

ekonomi kapitalis di selatan.
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e.

Masyarakat Indonesia berada diantara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat
individualis di selatan.

Kebudayaan Indonesia dinatara kebuadayaan timur di utara dan kebudayaan barat
di selatan.

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada diantara sistem pertahanan

continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur. Posisi silang

Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman

bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan

memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh

keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam

menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia.

Akantetapi, posisi silang ini juga mejadikan Indonesia sebagai negara yang tidak

terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Berikut ini diuaraikan secara

singkat ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer

maupun non-milter.

A. Ancaman Militer

Ancaman militer adalah ancarnan yang menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase,
aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer ini
dibagi menjadi dua yaitu:

1. Ancaman Militer Dalam Negeri

e Disintegrasi bangsa, melalui macam-macam gerakan separatis beradasarkan
sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidak puasan
daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat.

e Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran
hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu
kerusuhan masal.

e Upaya penggantian ideologi pancasila dengan ideologi yang lain ekstrem
atau tidak sesuai dengan kebiasan dari masyarakat indonesia.

e Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional

2. Ancaman Militer Luar Negeri
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e Pelanggaram batas negara yang dilakukan oleh negara lain.
e pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain.

e Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional.

B. Ancaman Non Militer
Ancaman non militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer,
yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat sepeni ancaman militer.
Ancaman non militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, penahanan dan keamanan. Berikut ini adalah beberapa contoh
ancaman yang berbentuk non militer :
1. Ancaman Berdimensi ldeologi
Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet
runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi, akan tetapi, potensi
ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis
ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberalisme)
sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa.
2. Ancaman Berdimensi Politik
Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini
membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim
pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat
internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti contohnya
Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup,
serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
3. Ancaman Berdimensi Ekonomi
Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara
dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan
dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi menjadi 2,

yakni internal serta eksternal.
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a. Ancaman yang berasal dari internal bisa berupa inflasi, pengangguran,
infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup
jelas.

b. Ancaman yang berasal dari eksternal bisa berbentuk kinerja ekonomi yang
buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era
globalisasi serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing.

4. Ancaman Berdimensi Sosial Budaya
Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan,
kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar
timbulnya konflik vertikal, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
beserta dengan konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan

(SARA).

Contoh kasusnya adalah TNI dan POLRI menghadapi gerakan-gerakan

separatis yang mengancam persatuan Indionesia, mulai dari RMS tahun 1950,

sampai masalah GAM di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di

Papua.

D. Cara Mengatasi Ancaman Integrasi Nasional di Indonesia

Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus
diterapkan startegi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan
bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat (1) sampai (5)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai
kekuatan pendukung.

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan
dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,

serta menegakkan hukum.
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E. Pengembangan Integrasi Bangsa Indonesia
Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin Max Andrews (1995) menyebut ada
lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi
bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan
tingkat integrasi suatun egara adalah:
1. Adanya ancaman dari luar
Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat
akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan ras ketika menghadapi musuh
bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat
Indonesia bersatu padu melawannya.
Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat
berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang
berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga
mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.
2. Gaya politik kepemimpinan
Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan
masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan
memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumya
tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah
kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya.
3. Kekuatan lembaga—lembaga politik
Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu
masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem
pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada
akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.
4. Ideologi Nasional
Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi
juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau
tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu
ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu.
Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat
Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa

diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.
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Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di
Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompok kelompok
masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal “Pela Gadong” sebagai nilai
bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku.

5. Kesempatan Pembangunan Ekonomi
Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat
bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi
menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang—
orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa
dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak
adil.
Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan
diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata
maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai.

BAB 111
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban WNI

Sebagai warga tentu tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial yang kental
dengan nilai dan norma yang mengaturnya. Negara Indonesia yang merupakan negara
demokratis dan terbuka tentu mempunyai nilai dan norma seperti mengenai hak dan
kewajiban setiap warganya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu
yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat
oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa
olehnya.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi
terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga
negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi
pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam
menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi
lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat

itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk
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memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan
antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan
sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara
mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan
kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat
akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang.
Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan
pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih
memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat
ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai
warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan
merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita
sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang
menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan
diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat
demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan
kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan
maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan
memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan
tidak mendapatkan hak-haknya.

Pasal 26 ayat 1 UUD Negara RI 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia

adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-

undang sebagai warga negara. Dari pasal ini bisa diketahui bahwa warga negara Indonesia

itu adalah orang asli Indonesia dan peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, Peranakan

Arab dll yang bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 4,5 dan 6 menegaskan bahwa mereka yang masuk katagori warga negara

Indonesia adalah :

Warga Negara Indonesia pasal 4 adalah:
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9)

h)

setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau
berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum
Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara
Indonesia;

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara
Indonesia dan ibu warga negara asing;

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan
ibu Warga Negara Indonesia;

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia,
tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia;

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing
yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan
pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun
atau belum kawin;

anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak

jelas.

HAK DAN KEWAAIJIBAN WARGA NEGARA :

1.

Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara
dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara

Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

e Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat
2).

e Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
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e Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

e Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan Berkembang”.

e Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup
manusia. (pasal 28C ayat 1).

e Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

e Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

e Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 281 ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

e Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi
. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.

e Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.

e Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28] ayat 1 mengatakan
: Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.

e Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28] ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
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yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
e Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat
(1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari
betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan
negara.
o Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri
o Kewajiban publik, yaitu kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata
timbul yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata
o Kewajiban positif dan Negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan
sesuatu sedangkan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu
e Kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yangditujukan kepada semua
warga negara atau secara umum
e Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan
hukum
Berikut contoh kasus pengingkaran Kewajiban Warga Negara :
« Tidak membayar pajak

« Melanggar peraturan perundangan

Melakukan perbuatan anarkis
* Melanggar lalu lintas
» Melakukan kekerasan
« Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
» Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
» Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif

« Meningkatkan kerja sama secara harmonis

Memperkuat rasa persatuan

Meningkatkan rasa cinta tanah air

27



Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Faktor — faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga

Negara

Setiap negara memiliki hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-

undang. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang

dilakukan warga negara. Ada beberapa faktor yang membuat pelanggaran hak dan

pengingkaran kewajiban terjadi, sehingga membawa dampak negatif. Hal ini bukan hanya

dilakukan warga negara, namun dalam beberapa kasus bisa juga dilakukan pemerintah. Hal

negatif yang terjadi adanya sikap intoleren terhadap sesama, jika terus-menerus terjadi bisa

menimbulkan perpecahan.

Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

1)

2)

3)

4)

5)

Sikap Intoleran

Di Indonesia kita perlu bersikap toleransi pada semua orang tanpa memandang
status atau suku. Jika warga negara memiliki sikap intoleran maka akan muncuk
sikap saling tidak menghargai dan menghormati orang lain. Sikap intoleran ini akan
memunculkan pelanggaran kepada orang lain.
Sikap Egois

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, namun jika seseorang selalu
menuntuk haknya tanpa melakukan kewajibannya maka akan terjadi pelanggaran.
Sikap egois tidak akan memikirkan orang lain dan akan semaunya sendiri.
Seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai cara agar haknya bisa
terpenuhi, meski mengabaikan hak orang lain.
Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan
Kekuasaan bukan hanya ada dalam pemerintahan, tapi juga dalam bentuk lain.
Contohnya, perusahaan yang tidak jujur dan mengambil hak buruh.
Pelanyalahgunaan kekusaan dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban.
Kurangnya Rasa Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Seperti yang sudah dijelaskan, setiap negara mempunyai aturannya yang tidak
boleh dilanggar oleh warga negara. Bila rasa kesadaran warga negara rendah dan
mengbaikan aturan yang ada akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik.
Perbuataan semaunya dapat memunculkan sikap menyimpang pada hak dan
kewajiban warga negara.
Salah satu contohnya tidak membayar pajak negara.

Aparat Penegak Hukum yang Kurang Tegas
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6)

Aparat penegak hukum memiliki peran besar untuk negara dan masyarakat,
sehingga harus tegas dengan permasalahan yang ada. Jika aparat penegak hukum
kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hal
ini dapat memunculkan pelanggaran lain. Ini karena masyarakat merasa penegak
hukum kurang tegas, sehingga masyarakat akan mengulangi atau membuat
pelanggaran baru.

Adanya Budaya Main Hakim Sendiri

Saat seseorang melakukan kesalahan, tidak jarang masyarakat sekitar
melakukan main hakim sendiri. Hak ini dinilai mengganggu keamanan dan
membahayakan hidup warga negara. Ini juga melanggar hak dan pengingkaran

kewajiban warga negara.”
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BELA NEGARA

A. Pengertian Bela Negara
Bela negara adalah sikap, perilaku dan tindakan warga negara secara
menyeluruh untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan
negaranya. Tindakan tersebut berupa tindakan yang biasanya terorganisir oleh negara
itu sendiri atau suatu kelompok masyarakatnya yang dilandasi akan kecintaan terhadap
tanah air dan bangsa. Dalam konteks Bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan
tindakan yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air,
upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila. Upaya tersebut tentu saja untuk menghadapi segala tantangan, gangguan,
dan ancaman dari dalam maupun luar Indonesia yang membahayakan kedaulatan di
segala bidang ; ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, alinea pertama disebutkan, “
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan”. Artinya, bahwa Bangsa Indonesia pada dasarnya
adalah cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya.
Dengan prinsip tersebut, siapapun yang menyerang Bangsa Indonesia harus siap
dihadapi secara fisik. Dan Indonesia sendiri menentang hal tersebut berlaku di negara
lain. Dibuktikan dengan adanya pemberlakuan politik luar negeri bebas aktif. Namun
dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama teknologi informasi dan
telekomunikasi, penjajahan atau gangguan kedaulatan tidak hanya dalam bentuk fisik.
Harus diwaspadai dalam segala bidang, seperti penguasaan ekonomi oleh negara asing,
penguasaan pemikiran generasi muda dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral
bangsa, dan lain-lain. Maka harus ada nilai-nilai bela negara yang harus dijaga, yaitu :
¢ Cinta terhadap tanah air Indonesia, sehingga menganggap seluruh wilayah
Indonesia adalah bagian dari unsur bela negara. Kesadaran berbangsa dan
bernegara, yang membawa kepada persatuan dan kesatuan Indonesia
dengan tidak membedakan berbagai perbedaan dan keragaman yang ada.
e Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga dapat
mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari.
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o Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, sikap yang dapat terwujud
apabila seseorang sudah cinta tanah air, sadar dengan rasa kebangsaan yang
harus dimiliki, dan sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam segala
bidang.

¢ Memiliki kemampuan awal untuk bela negara secara psikis maupun fisik.
Sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing.

B. Latar Belakang Hari Bela Negara.

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo.
Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka
untuk melawan Kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah
satu bukit yang dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat
peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa
pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam
ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota) dan
berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling
Oud Agam.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat
pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke
Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25
Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini
berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho
yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok
Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Setelah
kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor
391 tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera
dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan
kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan dan
ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan
Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang
dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittingi, Sumatera Barat oleh Syafruddin
Prawiranegara.

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk

mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI),
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pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah

satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare, tepatnya

di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten

Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bela

negara Ke 65, pada tanggal 21 Desember 2013 Menteri Pertahanan saat itu (Purnomo

Yusgiantoro) didampingi oleh Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin dan PIt

Dirjen Pothan Timbul Siahaan serta Muspida Provinsi Sumatera Barat meninjau

pembangunan Monumen Nasional Bela Negara.

C. Dasar Hukum Bela Negara

Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan
bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usha pertahanan dan keamanan negara”
Undang Undang Rl Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal
9 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam wupaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada ayat (2)
Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

1. pendidikan kewarganegaraan;

2. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

3. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara

sukarela atau secara wajib; dan

4. pengabdian sesuai dengan profesi.

D. Unsur Dasar Bela Negara

Didalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur

penting, diantaranya adalah :
1) Cinta Tanah Air

2) Kesadaran Berbangsa & bernegara

3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara

4) Rela berkorban untuk bangsa & Negara
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5) Memiliki kemampuan awal bela Negara

Contoh-Contoh Bela Negara, melestarikan budaya Belajar dengan rajin bagi

para pelajar taat akan hukum dan aturan-aturan Negara Dan lain-lain. Dari unsur yang

ada tersebut, bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses

pembelaan negara. Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah :

e Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah
yang beraneka ragam. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari
negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil
kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap
rajin belajar. Sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia
yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal
dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan
adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing.

e Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai
perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada
hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi
lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

¢ Meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas
hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan
meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam
meningkatkan kualitas kehidupan.

Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara
di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela
Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki
nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun.

Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah
momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hari Bela
Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.

E. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Bela Negara

Tujuan bela negara, diantaranya:

Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
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Melestarikan budayaMenjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara

Sedangkan fungsi bela negara, diantaranya:

Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman;
Menjaga keutuhan wilayah negara;
Merupakan kewajiban setiap warga negara.

Merupakan panggilan sejarah;

Manfaat Bela Negara, diantara nya :

Membentuk sikap disiplin waktu,aktivitas,dan pengaturan kegiatan lain.
Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
Membentuk mental dan fisik yang tangguh.

Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan
kemampuan diri.

Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.
Membentuk Iman dan Tagwa pada Agama yang dianut oleh individu.

Berbakti pada orang tua, bangsa, agama.

Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.

Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai

lingkungan:

Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. (lingkungan
keluarga)

Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga)

Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan sekolah)Kesadaran untuk
menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah)

Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat (lingkungan
masyarakat)

Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat)
Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara)

Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara)
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BAB IV
HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hak-
hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini
bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan
martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara
umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia
sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit,
bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Sacara formal
konsep mengenai Hak Asasi Manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika
PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM. Yang didalamnya memuat 30
pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia, yang
tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat
dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi
Universal tentang HAM oleh PBB adalah:
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e Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota
keluarga, kemanusiaan dan keadilan didunia.

e Mengabaikan dan memandang rendah hak asai manusia akan menimbulkan
perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.

e Hak — hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hokum

e Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan

e Memberikan hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan

e Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan
kebebasan asa umat manusia

e Melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Menurut Para Ahli

1. Haar Tilar
Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-
tiap manusia dan juga tanpa mempunyai hak-hak itu maka pada tiap-tiap manusia
itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam
dunia.

2. Prof. Koentjoro Poerbopranoto
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang sifathnya mendasar atau juga
asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan
kodratnya yang pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat
suci.

3. John Locke
Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan
YME pada tiap manusia ialah sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu , tidak ada
juga kekuatan pada dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak Asasi Manusia (HAM)
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10.

tersebut sifatnya fundamental atau juga bersifat mendasar bagi tiap kehidupan
manusia dan juga pada hakikatnya sangat suci.

Mahfudz M.D.

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat
tiap manusia , dimana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia sehingga
pada dasarnya hak ini bersifat kodrati.

UU No 39 Tahun 1999

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia
ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan YHE. yang mana hak ini ialah anugerah yang
wajib untuk di hargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat
melindungi harkat dan juga martabat manusia.

Muladi

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan segala hak pokok atau juga hak dasar yang
sudah melekat pada diri manusia didalam kehidupannya.

Peter R. Baehr

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar yang bersifat mutlak dan juga harus

dipunyai pada tiap insan untuk perkembangan dirinya tersebut.

Karel Vasak Menjelaskan bahwa

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah 3(tiga) generasi yang didapat ialah dari revolusi
Prancis. Karel tersebut mengistilahkan generasi disebabkan karena yang merujuk
kepada inti dan juga ruang lingkup dari hak yang mana hak tersebut menjadi
prioritas utama didalam waktu tertentu.

Miriam Budiarjo

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang dimiliki pada tiap orang yang dibawa
sejak dia lahir ke dunia dan juga menurutnya hak tersebut bersifat universal
(Menyeluruh)  dikarenakan dimiliki tidak dengan adanya perbedaan ras,
kelamin, agama , suku, budaya, dan lain-lain.

Prof. Dr. Dardji darmodiharjo, SH

Ham adalah hak-hak dasar / pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagi anugrh

tuhan yang maha esa
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11. John Locke.

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Peencipta
sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

12. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya
(Kaelan: 2002).

13. Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human
Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa
HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia
mustahil dapat hidup sebagai manusia.

14. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan
bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.

Setelah mengenali pengertian HAM, kamu juga perlu mengetahui macam-
macamnya. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi enam macam HAM, yang bisa
menimbulkan sebuah pelanggaran. Keenam macam-macam HAM tersebut yakni:

1. Hak asasi pribadi (personal rights) seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas

menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi dan hak bebas untuk

memilih, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai aturan di
negaranya.

Hak asasi politik (political rights)

Hak asasi hukum (legal equality rights)

Hak asasi ekonomi (property rights)

o~ N

Hak asasi peradilan (procedural rights) dimana seseorang berhak mendapatkan

pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan

@

Hak asasi sosial budaya (social culture rights)
B. Perkembangan Pemikiran HAM
Perkembangan HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu :
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Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada
bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang
hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II,
totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk
menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga
hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua
menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada
masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi
ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga
menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan
hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan
pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga
mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi
dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya
terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat
lainnya yang dilanggar.

Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam
proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan
dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu

program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara

keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM
generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun
1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic
Duties of Asia People and Government.
Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:
1. Magna Charta
Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan
Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan

bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan
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hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi
dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka
hukum(Mansyur Effendi,1994).

. The American declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American
Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu.
Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya,

sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

. The French declaration

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis),
dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The
Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan
yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-
orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak
bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan ia bersalah.

. The four freedom

Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan
memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya,
hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai
tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari
ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun
bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap
Negara lain ( Mansyur Effendi,1994)

. HAM di Indonesia
HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam

pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan
dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan
hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan

Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun
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1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima

Indonesia.

Terdapat 8 (delapan) diantara 9 (sembilan) instrumen pokok HAM
internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:

e Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (UU no. 7/1984);

e Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990),
termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
Involvement of Children in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children,
Child Prostitution and Child Pornography (UU no. 10 tahun 2012);

e Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading
Treatment or Punishment (UU no. 5/1998);

e International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999);

e International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UU no.
11/2005);

« International Covenant on Civil and Political Rights (UU no. 12/2005);

« Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU no0.19/2011);

e International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families (UU no. 6/2012)

Indonesia juga telah memiliki National Human Rights Institution (NHRI)
yang independen dan sejalan dengan Paris Principles yaitu Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan
UU no.39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI secara berkala menjalani
review The Global Alliance Of National Human Rights Institutions (GANHRI) dan

telah mendapat akreditasi A dari sejak tahun 2000 sampai saat ini.

Sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi dan Program Aksi HAM Wina
1993/Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights (VDPA),
Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengimplementasikan empat
Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), yaitu:

e untuk periode 1998-2003;

e untuk periode 2004-2009;
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e untuk periode 2011-2014;

e untuk periode 2015-2019;

e untuk periode 2020-2024 (masih berjalan).

Dalam perkembangannnya, penyusunan dan implementasi RANHAM RI
tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat namun melibatkan juga Pemerintah
Daerah. Pemerintah juga memiliki Sekretariat Bersama RANHAM untuk
memonitor dan mengevaluasi implementasi Aksi HAM RI.

D. HAM dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

Nilai-nilai HAM telah diintegrasikan sebagai bagian pokok pelaksanaan
politik luar negeri melalui upaya pengarusutamaan, yang didasarkan pada:

o Pelaksanaan kewajiban konstitusional, mengingat HAM sebagai nilai universal
telah sepenuhnya diintegrasikan dalam Undang-Undang Dasar RI melalui
amandemen dari tahun 1999 hingga 2002. Pemajuan dan perlindungan HAM
dalam konteks ini dimaknai tidak hanya pada tataran nasional tapi juga tataran
global.

e Pemahaman bahwa HAM telah menjadi faktor penting dalam hubungan
internasional, dan telah menjadi bagian alami dalam hubungan bilateral,
regional maupun global.

e Pemahaman bahwa polugri harus memproyeksikan perkembangan dinamis di
bidang pemajuan dan perlindungan HAM pada tingkat nasional.

Indonesia aktif dalam membangun kerja sama dan kemitraan di bidang
HAM dalam hubungan bilateral ataupun kerja sama multilateral pada tingkatan di
kawasan ataupun global. Diplomasi HAM Indonesia memiliki tujuan 2 arah yang
saling memperkuat, yaitu:

o ikut serta dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM bersama pada tingkat

regional dan global di bidang HAM, serta

e memperkuat upaya nasional di bidang-bidang HAM melalui kerja sama
internasional
E. Peradilan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia, yang dibentuk pemerintah Indonesia pada 23 November
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2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM
yang berat. Pengadilan HAM masih berada dalam lingkungan Peradilan Umum.
Artinya sama dengan Peradilan seperti di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
dan Kasasi. Tetapi untuk Pengadilan HAM, hanya bagi seseorang terduga
melakukan kejahatan seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan.

Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh majelis
hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang, terdiri atas dua orang hakim
pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim
ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul
Ketua Mahkamah Agung.

Perkara pelanggaran HAM vyang berat, diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dan
dapat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan Kasasi.
masing-masing diputus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara
banding dan kasasi dilimpahkan.

. Macam-macam Pelanggaran HAM

Menurut UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, telah
dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah
setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik
disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi
dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU
ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut PBB, terdapat beberapa macam-macam pelanggaran HAM
berdesarkan kategori tertentu. Macam-macam pelanggaran HAM ini dikategorikan
berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.
Berikut macam-macam pelanggaran HAM yang perlu kamu ketahui:

Kejahatan Genosida (Genocide). Macam-macam pelanggaran HAM yang pertama
adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran
HAM berat yang berada dalam yuridiksi International Criminal Court. Genosida
merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara
sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud

dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Termasuk dalam
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kejahatan berat, kejahatan genosida pernah terjadi di beberapa negara sehingga
menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapatkan kecaman dari PBB.
Beberapa contoh kejahatan genosida antara lain:
e Pembantaian di Ruwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi
pada tahun 1994 oleh suku Hutu.
e Pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh
Serbia antara 1991 hingga 1996. Pembantaian Srebenica ini adalah
kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu
keputusan hukum.
e Pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed
yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam.
Tak hanya membantai suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup hal
lain seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam
suatu suku atau kelompok dan secara paksa memindahkan anak-anak dari suku satu
ke suku lainnya.
Kejahatan Kemanusiaan.
Macam-macam pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan.
Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan
pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada
suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi:
e Pembunuhan
e Pemusnahan
e Perbudakan
e Pemindahan paksa penduduk
e Perampasan berat atas kebebasan fisik
e Penyiksaan
e Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan
sterilisasi

e Penganiayaan
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Penghilangan paksa

Perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental
dan fisik

Kejahatan apartheid

Pelanggaran HAM Ringan

Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang

tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat

berbahaya bagi individu.

Macam-macam pelanggaran HAM ringan, dapat kamu lihat sebagai berikut antara

lain:

1.
2.
3.

Melakukan penganiayaan

Melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang
Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai
cara

Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan
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BAB V
INKLUSI KESADARAN PAJAK-
ANTINARKOBA-KORUPSI

Pendahuluan

Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentu saja perlu memahami
kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak warga negara Indonesia diatur
dalam peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi, yakni Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sampai peraturan
pelaksanaan lainnya. Salah satu bentuk kewajiban warga negara Indonesia yang perlu
dilakukan adalah membayar pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termaktub di dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20009.

Pajak digunakan oleh negara sebagai salah satu penopang kegiatan bernegara.
Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi belanja pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat, dana pajak digunakan untuk pembiayaan
perlindungan sosial, pendidikan, agama, pariwisata, kesehatan, perumahan dan fasilitas
umum, perlindungan lingkungan hidup, ekonomi, ketertiban dan keamanan,
pertahanan, dan berbagai macam pelayanan umum lainnya. Sedangkan pada
pemerintah daerah, dana pajak digunakan untuk dana desa, dana insentif daerah, dana
daerah otonomi khusus, dana daerah keistimewaan, dana alokasi khusus non fisik, dana
alokasi khusus fisik, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pemerintah pusat

dan pemerintah daerah merupakan dua komponen besar belanja negara pada APBN.

. Definisi Pajak

A. Leroy Beaulieu(1899),
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“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh
kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja

pemerintah”.

. P.J. A Adriani (1949)
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988)
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi Pajak adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan
sumber utama untuk membiayai public investment.
. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972)
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah,
bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung
dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk
menjalankan pemerintahan.

Keempat definisi tersebut mengandung 2 (dua) perspektif tentang pajak,
yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum.
Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari
sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa
adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya
kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan

penguasaan barang dan jasa.
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Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan
jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan
yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya

kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada

negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum, hal

tersebut memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-
undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai

pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak (Soemitro, 1988).

Dari pengertian tersebut, pajak sebagai pungutan resmi mempunyaiunsur-
unsur tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pungutan resmi yang lain. Unsur-
unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan
ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan
secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak, secara tidak
langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa aman karena
mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena negara
mampu membiayai operasional kemanan (baik dari institusi Polri maupun TNI)
yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun
pembangunan.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib
Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.

5. Selain fungsi budgeter (anggaran), yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran
Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
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melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial (fungsi
mengatur/regulatif).

Ditinjau dari segi lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis,

yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Pusat, yang terdiri atas:

1.
2.

Pajak Penghasilan (PPh);
Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);

Bea Meterai;

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan (PBB
Sektor P3);

Pajak Ekspor;

Bea Masuk;

Cukai.

Bagaimana dengan Pajak Daerah? Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah, antara lain:

1.

Pajak Provinsi, terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

Pajak Hotel;

o o

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

o o

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

o «Q o
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i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

ANTI NARKOBA

A. Pendahuluan
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain
"narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza",
mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi
penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa
psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-
obatan untuk penyakit tertentu.[butuh rujukan] Namun Kkini persepsi itu disalahartikan
akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.
Pada saat ini, terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di
Indonesia dari yang paling murah hingga yang mahal seperti LSD. Di dunia terdapat
354 jenis narkoba. Pemasok Narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat,
Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Indo China. (Wikipedia bahasa
Indonesia).
B. Pengertian
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-

Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan
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sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis
narkotika adalah:

e Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko),
opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.

e Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-
campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf
pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-

Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang

tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,
maka psikotropika golongan I dan Il dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan
demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika
golongan Il dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk
psikotropika antara lain:

e Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine,
Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi,
Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.

Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun
sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat
mengganggu sistem saraf pusat, seperti:

e Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa
zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang
dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya
dihisap. Contoh: lem/perekat, aceton, ether dan sebagainya

C. Penyebab Terjerumus Pada Narkoba
1. Faktor Keluarga
2. Faktor Lingkungan
3. Faktor Pergaulan

D. Cara Menghindari Penyalahgunaan Narkoba
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1. Mendekatkan Diri Pada Agama

2. Pembinaan Keluarga

3. Pengakuan Dari Lingkungan
E. Efek Narkoba

1. Secara Fisik (Tubuh)

2. Secara Psikis (Kejiwaan)

Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya

mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak

kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah

mencicipi zat berbahaya ini.

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan,

namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya

narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan
elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus
terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan
rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat
menyebabkan kerusakan pada otak.

Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh
pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga
bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan
kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak
yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-
menerus.

Menurunnya Tingkat Kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan
tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks
sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus
dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi

tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak
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narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit
mengenali lingkungan sekitar.

Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-
obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis.
Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-
kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang
harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.
Gangguan Kualitas Hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi
kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi
kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah
keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti

melanggar hukum.

F. Cara Penyembuhan

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sesuai dengan pasal Pasal 55 dari UU

Narkotika, maka :

(1)

).

@3).

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib
melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk

oleh Menteri.
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Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika
setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau
rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh
instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan
tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik
oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat

G. UUD tentang Narkoba
Yang menjadi dasar pelarangan penggunaan dan pengedaran Narkotika di Indonesia
adalah UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini
meruupakan pasal pengganti dari Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
H. Sanksi Bagi Pengedar dan Pengguna Narkoba
Sanksi yang akan diterima oleh pemakai, pembuat dan penyimpan atau pengedar
Narkoba akan terjerat Sanksi Pidana sesuai dengan pasal 111 sampai 148 dalam UU RI
no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ANTI KORUPSI

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama Kkali
mengenal
tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media,
seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan.
Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah
dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari
bentuk pelanggaran hukum lainnya.

Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan
perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan
pembangunan nasional. Begitu luasnya aspekaspek yang terkait dengan korupsi hingga

organisasi internasional seperti PPB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.
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Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah
memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian
korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

A. Definisi Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea : 1951)
atau “corruptus” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa
“corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari
bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris),
“corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.
Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “resuah” berasal dari bahasa
Arab “risywah”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi
(Andi Hamzah: 2002). Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian yang
diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan
cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir-al
Fayumi, al-Muhalla—Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang
terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar.

Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah

Nabawiyah yang antara lain menyatakan: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka
mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-
Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘akkaaluna lissuhti’ dengan risywah.

Jadi risywah (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan
oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu
juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan
penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman
seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona’ 6/316,
Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, lbnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118,
Matalib Ulin Nuha 6/479).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia,
adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan

ketidakjujuran” (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya,
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“perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan
sebagainya” (WJS Poerwadarminta:1976).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie
adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan
keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973). Selanjutnya Baharudin Lopa
mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai
bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan
manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal
ini diambil dari definisi yang berbunyi “financial manipulations and deliction injurious
to the economy are often labeled corrupt” (Evi Hartanti: 2008).

B. Bentuk-Bentuk Korupsi

Terdapat tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
Pertama, perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara, dapat
di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum
dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan
merugikan negara. (Baca Juga: Perusahaan Harus Memperhatikan Risiko Kecurangan).
“Di sini syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan. Biasanya

bentuknya tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar

sekian. Kalau ada yang bergerak di sektor industri alam kehutanan atau pertambangan,
itu mereka ada policy tax juga agar mereka menyetorkan sekali pajak, semua itu kalau
terjadi curang nanti bisa masuk ke konteks ini (kerugian negera-red),” kata Dwi saat
menyampaikan materi dalam public training bertema “Anti Corruption Training Every
Business Need” yang diselenggarakan pada Rabu (15/11) di Jakarta.

Kedua, Suap. Dwi menjelaskan pengertian suap adalah semua bentuk tindakan
pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan
atau badan hukum (korporasi). “Sekarang korporasi sudah bisa dipidana, makanya
penting sekali dunia usaha mengerti audit. Jadi penerimanya ini syaratnya khusus,
penerimanya itu klasifikasinya ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal

diberikannya di depan atau DP dulu atau nanti di belakang diminta, itu tidak menjadi
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persoalan, dua-duanya tetap suap-menyuap sepanjang kita memberikannya kepada dua
pihak tadi,” katanya.

Ketiga, gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah
yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa
uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan,
serta fasilitas-fasilitas lainnya. (Baca Juga: Korupsi Merupakan Salah Satu Problem
Utama Berbisnis di Indonesia). “Itu (gratifikasi-red) sebenarnya dari bahasa gratitude
jadi terimakasih, dia itu netral, artinya dia itu baik, hal itu terjadinya karena ada ramah
tamah dan lain-lain. Tapi kenapa ini sekarang dilarang? Yang dilarang adalah kalau
bentuk-bentuk terima kasih ini, kita berikan untuk ke pegawai negeri atau peyelenggara
negara dan kita tahu ini ada kaitan dengan jabatannya, itu gratiifikasi,” jelasnya. “Dan
ini yang membedakan adalah yang ngotot adalah yang kasih seperti contoh sebelumnya
yang niat adalah yang kasih, sedangkan suap itu dua-duanya komitmen telah

bh

melakukan kesepakatan,” tuturnya. (Baca Juga: Sektor Perizinan Masuk Urutan
Pertama Penyuapan di Indonesia).

Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai
penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan
kekuasaaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan,
menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti
yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

“Penggelapan dalam jabatan ini biasanya banyak memang khusus pegawai negeri

karena yang bisa melakukan ini adalah yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Kelima, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri
atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaaannya dengan memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. “Pemerasan ini seperti
pungli. Nah, ini tadi bedanya apa dengan gratifikasi, pemerasan yang terima yang
maksa,” kata Dwi.

Keenam, perbuatan curang. Menurut Dwi, perbuatan curang ini biasanya terjadi di

proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang
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melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan

kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.

Ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang

bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau

perusahaan. “Ini juga biasanya berlaku untuk panitia-panitia pengadaan yang ada di

pemerintahan, kalau BUMN bisa juga kalau dibiayain sama APBN ya,” tukasnya.

D. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

1. Faktor Politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini
dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang
kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering
terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran
bahwa politik uang ( money politik) sebagai use of money and material benefits in
the pursuit of political influence.

2. Faktor Hukum
Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan
dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah
ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang
tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping
dengan peraturan lain
(baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak equivalen
dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu

ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu
yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan
realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami
resistensi.

3. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu
dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.

Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow,
58



sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh
orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya
hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup.

Namum saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi
(Sulistyantoro : 2004).

BAB VI
WAWASAN NUSANTARA

A. Pendahuluan.
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Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat,
kepercayaan, hubungan, dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang
bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya.

Suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari
pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-
mengait antara filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan
pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta
pengalaman sejarah .

Upaya pemerintah dan rakyat menyelengarakan kehidupannya,
memerlukan suatu konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan
untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri.

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya
melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara
melihat.

Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan
strategik sehinga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa
dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam
mengejar kejayaanya.

B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik
yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
1. Paham-paham kekuasaan
a. Machiavelli (abad XVII)
Dengan judul bukunya The Prince dikatakan sebuah negara itu akan
bertahan apabila menerapkan dalil-dalil:
= Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan.
= Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et empera)
adalah sah.

= Dalam dunia politik,yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

b. Napoleon Bonaparte (abad XVIII)
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Perang dimasa depan merupakan perang total, yaitu perang yang
mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Napoleon berpendapat
kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi, yang
didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu
bangsa untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan
menjajah negara lain.

. Jendral Clausewitz (abad XVIII)

Jendral Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga sampai
Rusia dan akhirnya dia bergabung dengan tentara kekaisaran Rusia. Dia menulis
sebuah buku tentang perang yang berjudul “Vom Kriegen” (tentang perang).
Menurut dia perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia perang
sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

. Fuerback dan Hegel (abad XVII)

Paham materialisme Fuerback dan teori sintesis Hegel menimbulkan
aliran kapitalisme dan komunisme. Pada waktu itu berkembang paham
perdagangan bebas (Merchantilism). Menurut mereka ukuran keberhasilan
ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama
diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara itu.

. Lenin (abad X1X)

Memodifikasi teori Clausewitz dan teori ini diikuti oleh Mao Zhe Dong
yaitu perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan
pertumpahan darah/revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu
dalam rangka mengkomuniskan bangsa di dunia.

. Lucian W. Pye dan Sidney

Tahun 1972 dalam bukunya Political Cultural dan Political Development
dinyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila
berakar pada kebudayaan politik bangsa ybs. Kebudayaan politik akan menjadi
pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya.

Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak semata-
mata ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif tetapi juga harus menghayati
kondisi subyektif psikologis sehingga dapat menempatkan kesadaran dalam

kepribadian bangsa.
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2. Teori—teori geopolitik (ilmu bumi politik)
Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek
geografi. Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :
a. Federich Ratzel
= Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip) dengan
pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup,
melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi
dapat juga menyusut dan mati.
= Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik
dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan
kelompok politik itu tumbuh (teori ruang).
= Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas
dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup
terus dan langgeng.
= Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan
sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari
pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi).
Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak mencukupi, maka
dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun
dengan kekerasan/perang.
Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran :
-menitik beratkan kekuatan darat
-menitik beratkan kekuatan laut
Ada kaitan antara struktur politik/kekuatan politik dengan geografi
disatu pihak, dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang
dianalogikan dengan organisme (kehidupan biologi) dilain pihak.
b. Rudolf Kjellen
= Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai
tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang
(wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas

kemampuan dan kekuatan rakyatnya.

62



= Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-
bidang: geopolitik,ekonomipolitik, demopolitik,  sosialpolitik dan
kratopolitik.

= Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus
mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan
teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.

c. Karl Haushofer
Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasan

Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang

dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok— pokok teori Haushofer

ini pada dasarnya menganut teori Kjellen, yaitu sebagai berikut :

= Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasan
imperium maritim untuk menguasai pengawasan dilaut

= Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan
Asia barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya.

= Geopulitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi
perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam
perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah).

d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)

Teori ahli Geopolitik ini menganut ‘“konsep kekuatan”. Ia mencetuskan
wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan ; barang
siapa dapat mengusai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai
“pulau dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai dunia.

e. Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (konsep wawasan bahari)

Barang siapa menguasai lautan akan menguasai
“perdagangan”. Menguasai  perdagangan berarti menguasai “kekayaan
dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia.

f.  W.Mitchel, A.Seversky, Giulio Douhet, J.F.C.Fuller (konsep wawasan dirgantara)

Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara

mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan
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lawan dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi

bergerak menyerang.

g. Nicholas J. Spykman
Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi, yang
menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan keperluan dan kondisi suatu negara.
C. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli
Definisi dan makna dari wawasan nusantara juga dijabarkan dari sudut
pandang beberapa ahli berikut ini:

1. Prof. Wan Usman — Menurut Prof. Wan Usman, wawasan nusantara adalah
cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara
kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam.

2. Munadjat Danusaputro, 1981 — Menurut Munadjat Danusaputro, wawasan
nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya dalam eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di
tengah lingkungan berdasarkan asas nusantara.

3. Sumarsono, 2002 — Menurut Sumarsono, wawasan nusantara merupakan nilai
yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
setiap strata di seluruh wilayah negara. Peraturan tersebut menggambarkan
sikap, perilaku, paham dan semangat nasionalisme kebangsaan yang tinggi dan
menjadi identitas jati diri bangsa Indonesia.

4. Samsul Wabhidin, 2010 — Menurut Samsul Wahidin, wawasan nusantara
memiliki arti cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap,
cara bertindak, cara berpikir dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai
hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek
asta grata.

5. Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi, 2007 — Menurut Srijanti, Kaelan, dan
Achmad Zubaidi, wawasan nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia

terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta
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sesuai wilayah geografis nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi
mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

6. M. Panggabean, 1979 — Menurut M. Panggabean, wawasan nusantara adalah
doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasilad an UUD
1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi,

teknologi dan peluang strategis lainnya.

7. Sabarti Akhadiah MK, 1997 — Menurut Sabarti Akhadiah, pengertian wawasan
nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk aspirasi
bangsa yang merdeka, berdaulan dan bermartabat yang menjiwai kebijakan
dalam mencapai tujuan bangsa.

8. Lembaga Pertahanan Nasional, 1999 — Menurut Lemhanas, wawasan nusantara
sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi
geografis Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk
mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha
pencapaian aspirasi bangsa dan kepentingan dan tujuan-tujuan nasional.

9. Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN — Menurut Tap MPR Tahun
1993 dan 1998 Tentang GBHN, wawasan nusantara adalah cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat
mencapai tujuan nasional.

D. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN WAWASAN NUSANTARA.
1. Kedudukan
a) Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar
tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
b) Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari
stratifikasinya sebagai berikut:
e Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara

berkedudukan sebagai landasan idiil.
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e Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara,
berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

e Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai
landasan visional.

o Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai
kebijaksanaan  nasional, berkedudukan sebagai landasan

operasional.

2. Fungsi
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan,
tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan
daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tujuan
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di
segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan
kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan,
suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan
kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa,atau daerah.
E. Aspek Wawasan Nusantara
Adanya wawasan nusantara dilaterbelakang oleh berbagai aspek dasar berikut ini:
e Aspek Falsafah Pancasila — Pengembangan wawasan nusantara diperoleh dari
nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:
= Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak memeluk agama dan
menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.
= Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan
golongan.
= Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
e Aspek Kewilayahan Nusantara — Letak geografis indonesia merupakan
anugerah meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan ragam budaya.
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e Aspek Sosial Budaya — Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan
suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan
kepercayaan yang berbeda-beda. keberagaman tersebut mengandung potensi
konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik.

e Aspek Sejarah — Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses panjang
yang mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada
seluruh warnaga negara agar perpecahan tidak terjadi dan bangsa Indonesia
tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya.

Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda
Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang
selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut:

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-

pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau

lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara

Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau

nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas

yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan
sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan

Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil)

diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-

pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-

lekasnya dengan Undang-Undang™ .

Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang
dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial
yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan
lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau.

Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada
Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal
dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi
Ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara
menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat.
Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara
dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling

sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti
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kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut
dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia.

Di atur dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Menurut
pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya.

Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-
undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah
Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sampai saat ini telah
banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah

Indonesia.

Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga
memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum
internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui
perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen
yang bernama “The United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS).
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan
(Archipelago State). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan,
Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17
tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia

menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km?2, terdiri atas 3,2 juta km?2 perairan

teritorial dan 2,7 juta km?2 perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum

termasuk landas kontinen (continent shelf).
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F. Wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia.

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi
dan “Politik” politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia
yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas
(prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan
tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat

masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu.

Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang "pengaruh faktor
geografis pada tindakan politik”. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan
negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau
tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara
faktor—faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Pandangan bangsa Indonesia
tentang kekuasaan dapat disarikan dari rumusan Pembukaan UUD 1945.

G. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain:
a) Bercirikan negara kepulauan (Archipelago State) dengan jumlah 17.508 pulau.

b) Luas wilayah 5.192 juta km?2 dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km?2

dan laut seluas 3.166 juta km2. Negara kita terdiri 2/3 lautan / perairan

c) Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km
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d) Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang)
e) Terletak pada garis katulistiwa
f) Berada pada iklim tropis dengan dua musim
g) Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum
Pasifik
h) Berada pada 60 LU- 110 LS dan 950 BT - 1410 BT
i) Wilayah yang subur dan habittable (dapat dihuni)
J) Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam .
Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni:
1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010)
2. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)
3. Memiliki keragaman ras
4. Memiliki keragaman agama
5. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku

bangsa.

BAB VII
Nilai dan Norma Konstitusional UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas

Ketentuan Perundang-undangan di Bawah UUD 1945
A. Pendahuluan
Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan
keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat

abstrak, karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di
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kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat
yang aman, tertib dan sentosa.

Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu Negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak
mungkin terbentuk. Dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam
kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu
peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Nilai-nilai
konstitusi terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan,
dan norma hukum.

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang
bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat
dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka
konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam
penyelenggaraan suatu negara.

B. Fungsi Konstirusional

Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa-negara di Indonesia sebab
memiliki fungsi-fungsi yang penting, sebagai berikut, yaitu :

1. Landasan konstitusionalisme, adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik

konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit.

2. Untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

3. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang di cita-
citakan tahap berikutnya;

4. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan

tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya;
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5. Menjamin hak-hak asasi warga negara.
C. Nilai - nilai dari Konstitusi.
Karl Laewenstein memberikan tiga tingkatan nilai pada konstitusi yaitu:

A. Nilai yang bersifat Normatif. Maksudnya ialah kalau peraturan hukum itu masih
dipatuhi oleh masyarakat, kalau tidak ia merupakan peraturan yang mati, tidak
pernah terwujud. Jadi normatif jika konstitusi itu resmi diterima oleh suatu bangsa
dan bagi mereka bukan saja berlaku dalam arti hukum tetapi juga merupakan
kenyataan dalam arti sepenuhnya.

B. Nilai yang bersifat Nominal. Maksudnya ialah kalau kontitusi itu kenyataan tidak
dilaksanakan dan hanya disebutkan namanya saja. Dengan kata lain konstitusi
tersebut menurut hukum berlaku tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya
yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna.

C. Nilai yang bersifat Semantik. Nilai konstitusi yang besifat semantik ialah suatu
konstitusi yang dilaksanakan dan diperlukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar
memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik.
Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur

mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD,

cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan

perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum
cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan
penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-
pasal yang menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan membuka peluang bagi

penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.
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D. Amandemen

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan
bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap
dan sistematis dalam empat kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus
dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 mulai berlaku pada 18
Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. (Dikutip situp resmi Kementerian Hukum dan
Ham (Kemenkumham), sejauh ini UUD telah diamandeman sebanyak empat kali melalui
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen tersebut berlangsung pada
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa
melakukan perubahan terhadap UUD. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki
beberapa rincian dari UUD vyang asli. Tujuan perubahan UUD 1945 untuk
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian
kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon
tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh
praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis,
historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan
terhadap konstitusi. Selain itu adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.
Perubahan UUD 1945 bukannya tanpa masalah. Karena ada sejumlah kelemahan
sistimatika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem
pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang

Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi.
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Amandemen UUD 1945 Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 memiliki 38
bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan empat kali amendemen ada 16 bab, 37 pasal
194 ayat, tiga pasal aturan perakitan, dan dua pasal aturan tambahan.

Berikut empat emendemen UUD 1945:

Amandeman I. Amandemen yang pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada 14-
21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan sembilan pasal, yakni pasal
5, pasal 7, pasal 9, pasal 13. Kemudian pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21.
Ada dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk
undang-undang dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5
tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu
kali masa jabatan.

Amandeman Il. Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR pada 7 hingga 18
Agustus 2010. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan/tambahan
dan perubahan 6 bab. Perubahan yang penting itu ada delapan hal, yakni: Otonomi
daerah/desentralisasi. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya. Penegasan fungsi dan hak DPR. Penegasan NKRI sebagai
sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi
manusia. Sistem pertahanan dan keamanan Negara. Pemisahan struktur dan fungsi TNI

dengan Polri. Pengaturan bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan.

Amandemen I11. Amandeman ketiga berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9

September 2001. Ada 23 pasal perubahan/tambahan dan tiga bab tambahan. Perubahan
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mendasar meliputi 10 hal, yakni: Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar
hukum berbasis konstitusionalisme. Perubahan struktur dan kewenangan MPR. Pemilihan
Presiden dan wakil Presiden langsung oleh rakyat. Mekanisme pemakzulan Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan umum.
Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan kewenangan dan
proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Pembentukan Komisi Yudisial.

Amandemen IV. Amandemen IV berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9
Agustus 20012. Ada 13 pasal, tiga pasal aturan peralihan, dua pasal tambahan dan peruban
dua bab. Dalam empat kali amandemen UUD 1945 tersebut relatif singkat. Bahkan selama
pembahasannya tidak banyak menemui kendala meski pada Sidang MPR berlangsung alot

dan penuh argumentasi.
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BAB VIlI
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. PENGERTIAN POLITIK.

Menurut beberapa ahli : Politik adalah pembentukan kekuasaan dalam masyarakat
dalam membuat suatu keputusan untuk negara. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu
untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non-konstitusional. Kata politik berasal
dari bahasa Belanda “politiek” dan bahasa inggris “politics” yang bersumber dari bahasa
Yunani.

Pengertian politik menurut :

a. Menurut Andrew Heywood. Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang
memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menjalankan peraturan yang ada
untuk patokan hidupnya.

b. Menurut Carl Schmdit. Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang
lebih membuat keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga abstrak

c. Berdasarkan teori klasik Aristoteles politik adalah usaha yang ditempuh warga
untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics
memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan
cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan bahwa
politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-
tujuan dari sistem negara dan upaya -upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan
keputusan (decision making) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan
skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu
diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan
pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Politik membicarakan hal-hal yang
berkaitan dengan:

a. Negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang

memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan

keinginannya.
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c. Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah
pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil
menyangkut sector public dari suatu negara.

d. Kebijakan Umum. Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan
yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan
cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat
memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula,
sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalan kebijakan —
kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e. Distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan
pengalokasian nilai — nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu
yang diinginkan dan penting.

B. PENGERTIAN STRATEGI

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan sebagai “the art of
the general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Karl von
Clausewitz (1780 — 1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri
merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk
mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya
menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang
kehidupan.

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengembalian kebijakan
untuk mencapai suatu cita — cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik
nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan
(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan
nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara
melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh

politik nasional.
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C. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok — pokok pikiran
yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila,
UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional
yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD
1945,

Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran
pemerintah dan lembaga — lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan
“suprastruktur politik”. Lembaga — lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA,
BPK, MA. Sedangkan badan — badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai
“infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti
partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest
group), dan kelompok penekan (pressure group).

Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki
kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat
suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan
politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden
menerima GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Strategi nasional dilaksanakan oleh para
menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk
presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi
nasional yang bersifat pelaksanaan. Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi
nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah
memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi
daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-
undang yang lama dan yang baru ialah:

e Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari

pusat (central government looking).
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e Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari
daerah (local government looking).

Kewenangan Daerah

Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah,

kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional

dan pengendalian pembangunan secara makro.

Bentuk dan susunan pemerintahan daerah

1.

DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif
daerah dibentuk di daerah.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi:

Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil
Walikota.

Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama
gubernur, Bupati, Walikota.

Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di

daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

D. PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional yang telah

berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak

tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga — lembaga

yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR,
Presiden, BPK dan MA.
Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur

Politik”, yang mencakup pranata — pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti

partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest

79



group) dan kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur
politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik
diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden
dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan — dewan yang merupakan
badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan
Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional
RI1, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan.

Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur
politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya Presiden menyusun
program kabinetnya dan memilih menteri — menteri yang akan melaksanakan program
kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat
politik nasional yang digariskan oleh presiden.

Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional
dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai
dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden. Apa yang dilaksanakan presiden
sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di
dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang
disebut sebagai Sasaran Nasional.

Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang
akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang
meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya dan hankam. Sesuai dengan
kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah
untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan
sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi
dalam kehidupan politik nasional.

Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik
dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna oleh presiden
sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud
maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh:

e Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

e Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
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Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam

pemenuhan kebutuhan hidup.

Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan

semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

E. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai

berikut:

A

Tingkat penentu kebijakan puncak.

Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup
penentuan undang — undang dasar. Menitikberatkan pada masalah makro
politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan
falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukanb oleh
MPR.

Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti
tercantum pada pasal 10 — 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak
termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari
kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negata dapat berupa dekrit,
peraturan atau piagam kepala negara.

Tingkat kebijakan umum.

Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang
lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro
strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.
Tingkat penentu kebijakan khusus.

Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini
adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi,
sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini
berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat diatasnya.

Tingkat penentu kebijakan teknis.
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Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam
bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program
dan kegiatan.

E. Tingkat penentu kebijakan di Daerah.
Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di Daerah
terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat
di daerahnya masing-masing.
Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda)
tingkat I atau II.

Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau
walikota dan kepala daerah tingkat | atau Il disatukan dalam satu jabatan yang
disebut Gubernur/KepalaDaerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II
atau Walikota/Kepala Daerah tingkat 11

F. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, untuk
itu pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan
nasional harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Politik dan Strategi
Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang
ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum
Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan visi
dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai
pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa.

1. Makna pembangunan nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan Kkualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan
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dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu
sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa
Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan
nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi
dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

Manajemen nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem sehingga lebih tepat
jika kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem,
pembahasannya bersifat komprehensif, strategis dan integral. Orientasinya adalah
pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara
menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi
kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses
pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang
bersifat umum maupun pembangunan.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai,
struktur dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam
menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan
kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian hasil
kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional. Disini secara sederhana
dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan
unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya. Secara
sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang
ketatanegaraan meliputi:

e Negara. Sebagai organisasi kekuasaan, negara mempunyai hak dan kepemilikan,

pengaturan dan pelayanan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
83



e Bangsa Indonesia. Sebagai unsur pemilik negara, berperan menentukan sistem nilai
dan arah/haluan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi
penyelenggaraan fungsi negara.

e Pemerintah. Sebagai unsur manajer atau penguasa, berperan dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan kearah cita-
cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.

e Masyarakat. Sebagai unsur penunjang dan pemakai, berperan sebagai kontributor,
penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi

pemerintahan

BAB IX
OTONOMI DAERAH

I. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi
daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi
berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan
atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur
sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga
sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan
bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Il. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah
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a. Warisan Kolonial

Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblaad No. 329
yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai
keuangan sendiri. Kemudian staatblaad ini deperkuat dengan Staatblaad No.
137/1905 dan S. 181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan
sebuah undang-undang S. 216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah
provincie, regentschap, stadsgemeente, dan groepmeneenschap yang semuanya
menggantikan locale ressort. Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang
merupakan persekutuan asli masyarakat setempat (zelfbestuurende
landschappen).

Pemerintah kerajaan satu per satu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan
sejumlah kontrak politik (kontrak panjang maupun kontrak pendek). Dengan
demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan

dengan dua administrasi pemerintahan.

b. Masa Pendudukan Jepang

C.

Ketika menjalar PD Il Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur
mulai Korea Utara ke Daratan Cina, sampai Pulau Jawa dan Sumatra. Negara ini
berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, AS
di Filipina, serta Belanda di Daerah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang yang
singkat, sekitar tiga setengah tahun berhasil melakukan perubahan- perubahan
yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa
mengeluarkan undang-undang (Osamu Seire) No. 27/1942 yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada masa Jepang pemerintah daerah hampir tidak memiliki
kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa

tersebut bersifat misleading.

Masa Kemerdekaan

1. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 menitikberatkan pada asas
dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND di keresidenan, kabupaten, kota
berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh mendagri. Pembagian
daerah terdiri atas dua macam yang masing-masing dibagi dalam tiga tingkatan
yakni:

1) Provinsi

2) Kabupaten/kota besar

3) desa/kota kecil.

UU No.1 Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat
dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal saja
dan tidak memiliki penjelasan.

2. Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948

Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia
adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada
tanggal 10 Juli 1948. Dalam UU itu dinyatakan bahwa daerah Negara RI
tersusun dalam tiga tingkat yakni:

a) Propinsi

b) Kabupaten/kota besar

c) Desa/kota kecil
d) Yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
3. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

Menurut UU No. 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah
daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang
berhak mengurus rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, yaitu:

1) Daerah swatantra tingkat I, termasuk kotapraja Jakarta Raya
2) Daerah swatantra tingkat |1
3) Daerah swatantra tingkat IlI.

UU No. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah
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seluas-luasnya sesuai Pasal 31 ayat (1) UUDS 1950.
4. Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

Penpres No. 6 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November
1959 menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah,
dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak
mengatur rumah tangganya sendiri dikenal dangan daerah tingkat I, tingkat
I1, dan daerah tingkat I11.

Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan otonomi daerah pada
masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama
dari kalangan pamong praja.

5. Periode Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965

Menurut UU ini, wilayah negara dibagi-bagi dalam tiga tingkatan
yakni:

1) Provinsi (tingkat I)

2) Kabupaten (tingkat I1)

3) Kecamatan (tingkat I11)

Sebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas memegang
pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya, menyelenggarakan
koordinasi antarjawatan pemerintah pusat di daerah, melakukan

pengawasasan, dan menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan

kepadanya oleh pemerintah pusat. Sebagai alat pemerintah daerah, kepala
daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif
pemerintahan daerah, menandatangani peraturan dan keputusan yang
ditetapkan DPRD, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

6. Periode Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

UU ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur, dan mengatur
rumah tangganya berdasar asas desentralisasi. Dalam UU ini dikenal dua
tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat | dan daerah tingkat 11. Daerah negara

dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi:
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1) Provinsi/ibu kota negara
2) Kabupaten/kotamadya
3) Kecamatan

Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat 1l karena daerah
tingkat 11 berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih
mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi dalam UU ini
adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

7. Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Pada prinsipnya UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Pokok pikiran dalam
penyusunan UU No. 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1) Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan
prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas

desentralisasi dalam kerangka NKRI.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan
dekonsentrasi adalah daerah provinsi sedangkan daerah yang dibentuk
berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota.

1) Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi.

2) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten.

Secaraumum, UU No. 22 tahun 1999 banyak membawa kemajuan bagi
daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sesuai
perkembangan keinginan masyarakat daerah, ternyata UU ini juga
dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi
masyarakat.

8. Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Pada tanggal 15 Oktober disahkan UU No. 32 tahun 2004 tentang
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pemerintah Daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa
dengan berlakunya UU ini, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. UU baru ini memperjelas dan
mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara
provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan
kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan kordinasi,
supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga
provinsi terhadap kabupaten/kota. Di samping itu, hubungan kemitraan
dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan
diperjelas.

[1l. Landasan Teori Otonomi Daerah
Berikut ini ada beberapa yang menjadi landasan teori dalam otonomi daerah .
1. Asas Otonomi

Berikut ini ada beberapa asas otonomi daerah. Asas-asas tersebut sebagai
berikut:
a. Asas Tertib Penyelenggara Negara
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan negara (Pasal 3 angka 2 UU No. 28/1999).
b. Asas Kepentingan umum
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif (Pasal 3 angka 3 UU No. 28/1999).
c. Asas Kepastian Hukum
Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

d. Asas Keterbukaan
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia

negara (Pasal 3 angka 4 UU No. 28/1999).
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e. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 angka 6 UU No. 28/1999).

f. Asas Efisiensi

g. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Penyelenggara Negara (Pasal 3 angka 5 UU No. 28/1999).

h. Asas Efektifitas
i. Asas Akuntabilitas

2. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri
berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan
otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah
istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai
penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan
Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem
pemerintahan karena dengan adanyadesentralisasi sekarang menyebabkan
perubahan pardigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab,
kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya
adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih
dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan

pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan

meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan
kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai
oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi.

Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan
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sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber
daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.
3. Sentralisasi

Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara
adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan
masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangansumber
daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di
bawahnya. Dan tujuan “baik” dari perimbangan ini adalah pelayanan negara
terhadap masyarakat.

IVV. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

1)

2)

3)

Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan
perkembangan daerah selain juga menciptakan keseimbangan antar daerah hingga
terjadi perataan kesejahteraan dan tidak adanya daerah tertinggal ataupun
sentralisasi. Untuk menciptakan pembangunan daerah yang cepat dan meningkat
maka perlu adanya prasyarat terutama bagi penyelenggara daerah tersebut. Yang

diharapkan dari pemerintahan daerah tersebut adalah sejumlah berikut.

Fasilitas. pemerintah daerah sebagai pelaksana daerah sebaiknya memenuhi
fasilitas kepada masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan masalah
ekonomi,karena memang pada dasarnya pembangunan daerah dapat terjadi karena
bantuan ekonomi(keuangan).Jadi,jika pemerintah memudahkan fasilitas maka

pembangunan daerah bukanlah sesuatu yang susah pencapaiannya.

Pemerintah daerah harus kreatif. Kreatif yang dimaksud di sini adalah bagaiman
cara mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum atau yang
berasal dari PAD. Selain itu dapat menciptakan keunggulan komparatif bagi
daerahnya, sehingga pemilik modal akan beramai-ramai menanamkam modal di
daerah tersebut. Kreatifitas ini juga berkaitan dengan kepiawaian pemerintah

membuat program-program menarik sehingga pemerintah pusat akan memberikan

Dana Alokasi Khusus, sehingga banyak dana yang di sedot dari Jakarta ke Daerah.
1) Pemerintah daerah menjamin kesinambungan usaha.
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2) Politik lokal yang stabil.

3) Pemerintah harus komunikatif dgn LSM/NGO, terutama dalam bidang
perburuhan dan lingkungan hidup.

Namun sebenarnya yang penting bagi daerah adalah terciptnya lapangan
kerja, serta disertai kemampuan menghadapi laju inflasi dan keseimbangan neraca
perdagangan internasional. Penciptaan lapangan kerja akan berpengaruh pada
peningkatan daya beli dan kecenderungan untuk menabung, dengan meningkatnya
daya beli berarti penjualan atas barang dan jasa juga meningkat, artinya pajak
penjualan barang dan jasa juga meningkat sehingga Pendapatan Daerah dan Negara
juga meningkat. Semuanya akan di kembalikan pada masyarakat dalam bentuk
proyek atau bantuan atau sejumlah intensif yang lain, sehingga lambat laun
kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan disitulah pembangunan daerah
benar-benar dijalankan.

V. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah
1. Tujuan Otonomi Daerah

Dibawah ini adalah beberapa tujuan dari otonomi daerah dilihat dari segi

politik, ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya, yaitu sebagai berikut.

a. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk
mencegah penumpukan kekuasaan dipusat dan membangun masyarakat
yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.

b. Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk
mencapai pemerintahan yang efisien.

c. Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaran otonomi daerah
diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah.

d. Dilihar dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat
dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah

masing-masing.
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Untuk mencapai tujuan otonomi daerah tersebut, sebaiknya dimulai dari
diri sendiri. Para pejabat harus memiliki kesadaran penuh bahwa tugas yang
diembannya merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan
dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita semua juga memiliki kewajiban
untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah karena
tidak mungkin dilakukan secara instan. Butuh proses dan berbagai upaya
serta partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan
serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini.

2. Prinsip Otonomi Daerah

a. Demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan, serta
potensi dan keanekaragaman daerah.

b. Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Otonomi luas : daerah yang memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkata peranserta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Otonomi nyata : penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah
ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai
dengan potensi dan kekhasan daerah.

- Otonomi yang bertanggungjawab : dalam penyelenggaraan otonomi
harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom, yang
pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten
dan daerah kota.

d. Sesuai dengan konstitusi negara.
e. Kemandirian daerah otonom.

f. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.
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g. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah
administrasi.
h. Asas tugas perbantuan.

V1. Dampak dari Otonomi Daerah

1. Dampak Positif
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka
pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan
identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali
pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam
menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang
diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari
pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong
pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan

juga pariwisata.

2. Dampak Negatif
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-
oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan
Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang
adakebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara
yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah
tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan
Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan
dengan system otonomi daerah maka pemerintahpusat akan lebih susah
mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang
dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu

berarti.
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